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BUPATI BANGKA TENGAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

 
SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 

NOMOR  38  TAHUN 2025 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 73 

TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PADA DINAS KESEHATAN 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
Menimbang  : a. bahwa rumah sakit daerah merupakan salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik 

organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan 
secara profesional melalui pemberian otonomi dalam 

pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta 
bidang kepegawaian, sehingga memerlukan kebijakan 
khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan; 

 

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang efektif dan efisien untuk 
meningkatkan kinerja pemerintahan serta pelayanan 

publik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit 
Umum Daerah di Kabupaten Bangka Tengah, perlu 

dilakukan penyesuaian tata kelola organisasi yang 
bersifat khusus pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Rumah Sakit Umum Daerah; 
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c. bahwa rumah sakit daerah dibentuk sebagai organisasi 
yang bersifat khusus dengan otonomi dalam pengelolaan 
keuangan dan barang milik daerah serta bidang 

kepegawaian yang berpedoman pada Pasal 43 Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah dan memperhatikan Surat Gubernur 
Kepulauan bangka Belitung Nomor: 065/0613/VI,       

hal: Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten 
Bangka Tengah maka Peraturan Bupati Bangka Tengah 

Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, 
sehingga perlu diubah; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2021 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada 

Dinas Kesehatan; 
 
 

Mengingat  :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000          
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4033); 

 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten 
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten 
Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003       
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4268); 

 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023       

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia       
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019     

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016       
Nomor 240) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten            
Bangka Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten            
Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten        
Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315); 
 

10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 73 Tahun 2021 
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada 

Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten            
Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1048); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR 73 TAHUN 
2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah 

Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1048), 
diubah sebagai berikut: 

 

 
1. Ketentuan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 10 diubah, diantara 

angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni 

angka 5a, dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 
(satu) angka yakni angka 7a serta diantara angka 10 dan 

angka 11 disisipkan 6 (enam) angka yakni angka 10a, 
angka 10b, angka 10c, angka 10d, angka 10e dan angka 
10f, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten              

Bangka Tengah. 
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten 
Bangka Tengah. 

5a. Direktur adalah Direktur RSUD pada Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang Kesehatan. 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Drs. H. Abu 

Hanifah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD        

Bangka Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah 
yang berada di bawah Dinas Kesehatan. 
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7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah 
atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efesiensi dan produktivitas. 
7a. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah unit organisasi 

yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan 

dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. 
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
meyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif 
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 

setinggi-tingginya di wilayah daerah. 
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan dan gawat darurat di wilayah daerah. 
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Bangka Tengah Dr. Ir. H. Ibnu Saleh, M.M yang 
selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Kelas D 
Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya 

menyediakan pelayanan perawatan kelas 3 (tiga) untuk 
peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka 
menjamin upaya pelayanan kesehatan perorangan yang 

memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat 
darurat, serta pelayanan penunjang lainnya. 

10a. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah 
pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan 
praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 
10b. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran 

tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai 
bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

 
 
 

 
 



 
 

6 

 

10c. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 

10d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

10e. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan 

Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD 
untuk tujuan dan tugas tertentu. 

10f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 

hak seseorang aparatur sipil negara dalam satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
serta bersifat pribadi. 

 

 
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 
Pasal 42 

 

(1) UPTD RSUD Bangka Tengah dan UPTD Rumah Sakit 
Kelas D Pratama merupakan unit organisasi bersifat 
struktural dan unit layanan yang bekerja secara 

profesional. 
 

(2) UPTD Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat 
fungsional dan unit layanan yang bekerja secara 
profesional. 

 
(3) UPTD RSUD Bangka Tengah dan UPTD Rumah Sakit 

Kelas D Pratama bersifat otonom dalam 

penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata 
kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan 

keuangan BLUD. 
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(4) UPTD RSUD Bangka Tengah, UPTD Rumah Sakit 
Kelas D Pratama dan UPTD Puskesmas dalam 
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata 

kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada 
Dinas. 
 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), dilaksanakan melalui penyampaian laporan 

kinerja rumah sakit kepada Kepala Dinas. 
 

(6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola 

klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

 
3. Diantara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yakni 

Bab VIA dan diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 10  

(sepuluh) pasal yakni Pasal 42A, 42B, Pasal 42C,       
Pasal 42D, Pasal 42E, Pasal 42F, Pasal 42G, Pasal 42H, 

Pasal 42I dan Pasal 42J sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

 

 
BAB VIA 

TATA KELOLA 
 

Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 42A 

 
(1) UPTD RSUD Bangka Tengah dan UPTD Rumah Sakit 

Kelas D Pratama harus menyelenggarakan tata kelola 
rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik untuk 
meningkatkan kinerja layanan secara profesional 

kepada masyarakat. 
 

(2) Dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit   

dan tata kelola klinis yang baik, UPTD RSUD     
Bangka Tengah dan UPTD Rumah Sakit Kelas D 

Pratama memiliki otonomi dalam pengelolaan 
keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian. 

 
(3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang 

milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan 

penatausahaan barang milik daerah. 
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(4) Dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 
serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) Direktur bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas melalui penyampaian laporan keuangan, 
laporan pengelolaan barang milik daerah dan laporan 
penglolaan kepegawaian UPTD RSUD. 

 
(5) Penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan 

dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan 
penglolaan kepegawaian UPTD RSUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sekali dalam 1 

(satu) tahun. 
 

(6) Laporan pengelolaan sebagaimana ayat (5), 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

Bagian Kedua 

Pengelolaan Keuangan 
 

Pasal 42B 
 

(1) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus UPTD RSUD 

Bangka Tengah dan UPTD Rumah Sakit Kelas D 
Pratama memiliki otonomi dalam pengelolaan 

keuangan. 
 

(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. 
 

(3) Direktur UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja rumah sakit. 
 

(4) Direktur UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran 
pendapatan, belanja dan pembiayaan rumah sakit. 

 

 
Pasal 42C 

 
(1) Direktur UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42B dalam menjalankan pengelolaan keuangan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan 
keuangan UPTD RSUD. 
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(3) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), Direktur UPTD RSUD 
melakukan penyusunan laporan keuangan yang 

merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) 
disajikan sebagai lampiran laporan keuangan Dinas. 

 
(5) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
 

Pasal 42D 

 
(1) Dalam melaksanakan otonomi pengelolaan keuangan, 

Direktur UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42B ditetapkan selaku kuasa pengguna 
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

(2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki tugas dan 
kewenangan: 

a. menyusun RKA; 
b. menyusun DPA; 
c. menandatangani surat perintah membayar; 

d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi 
tanggung jawabnya; 

e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

unit yang dipimpinnya; 
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 

pejabat penatausahaan keuangan; dan 
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang 

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah. 
 

(3) RKA, RBA dan DPA disampaikan kepada tim anggaran 
Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola 
keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) berlaku juga bagi UPTD RSUD yang telah 
menerapkan PPK BLUD dalam menyusun RBA. 

 
 

 
 
 

 



 
 

10 

 

Pasal 42E 
 

(1) RKA UPTD RSUD merupakan lampiran dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas. 
 

(2) DPA UPTD RSUD merupakan lampiran dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari DPA Dinas. 
 

(3) Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur 
melaksanakan belanja sesuai DPA sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 42F 
 

(1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD RSUD dapat 

digunakan langsung untuk membiayai belanja rumah 
sakit daerah. 
 

(2) Pendapatan BLUD UPTD RSUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh pendapatan 

BLUD selain dari APBD. 
 

(3) Pendapatan BLUD UPTD RSUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RKA 
Dinas pada kelompok pendapatan asli Daerah, jenis 

retribusi dan obyek retribusi jasa umum. 
 
 

Pasal 42G 
 

(1) Pagu anggaran belanja BLUD UPTD RSUD dalam RKA 

Dinas yang sumber dananya berasal dari pendapatan 
BLUD dan surplus anggaran BLUD, dirinci dalam 1 

(satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan 
jenis belanja. 
 

(2) Rincian lebih lanjut dari pagu anggaran belanja BLUD 
UPTD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1), 
dituangkan dalam RBA. 

 
(3) RBA sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan 

lampiran dari DPA Dinas. 
 

(4) Pembiayaan BLUD UPTD RSUD merupakan lampiran 

RKA Dinas yang selanjutnya diintegrasikan pada akun 
pembiayaan pada satuan kerja pengelola keuangan 

daerah selaku BLUD. 
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(5) BLUD UPTD RSUD dapat melakukan pergeseran 
rincian belanja yang ada di RBA sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu 

anggaran perjenis belanja di DPA. 
 
 

Bagian Ketiga 
Pengelolaan Barang Milik Daerah 

 
Pasal 42H 

 

(1) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus UPTD RSUD 
Bangka Tengah dan UPTD Rumah Sakit Kelas D 

Pratama memiliki otonomi dalam pengelolaan barang 
milik daerah. 
 

(2) Otonomi dalam pengelolaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah. 
 

(3) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan 
barang milik daerah dan merupakan keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
penatausahaan dan pengendalian dalam rangka 
melaksanakan tugas dan fungsi UPTD RSUD dalam 

lingkup barang milik daerah yang ada dalam 
penguasaannya. 
 

(4) Direktur mempunyai wewenang dan bertanggung 
jawab: 

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran 
barang milik daerah bagi UPTD RSUD yang 
dipimpinnya; 

b. mengajukan permohonan penetapan status 
penggunaan barang yang diperoleh dari beban 
APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang 
milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 

d. menggunakan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD RSUD yang 

dipimpinnya; 
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah 

yang berada dalam penguasaannya; 
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f. mengajukan usul pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah berupa 
tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah dan 
barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan; 

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
UPTD RSUD yang dipimpinnya dan sedang tidak 
dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui 

pengelola barang; 
h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan 

barang milik daerah; 
i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian atas penggunaan barang milik daerah 

yang ada dalam penguasaannya; 
j. menyusun dan menyampaikan laporan barang 

pengguna semesteran dan laporan barang pengguna 

tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada 
Pengelola Barang; dan  

k. hasil pemanfaatan barang milik daerah merupakan 
pendapatan BLUD RSUD. 

 

 
Bagian Keempat 

Pengelolaan Kepegawaian 
 

Pasal 42I 

 
(1) UPTD RSUD Bangka Tengah dan UPTD Rumah Sakit 

Kelas D Pratama memiliki otonomi dalam pengelolaan 

bidang kepegawaian. 
 

(2) Direktur UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat mengusulkan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian pegawai yang berasal 

dari aparatur sipil negara kepada pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
(3) Direktur UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat mengusulkan pengangkatan, 
pemindahan dan pemberhentian pegawai yang berasal 
dari non aparatur sipil negara kepada pejabat yang 

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(4) Direktur UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki kewenangan dalam 
menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan 

pegawai yang berasal dari aparatur sipil negara dan 
non aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

 
Bagian Kelima 

Tata Kelola Klinis 

 
Pasal 42J 

 
(1) Tata kelola klinis diterapkan sebagai fungsi 

manajemen klinis yang meliputi: 

a. kepemimpinan klinik; 
b. audit klinis; 
c. data klinis; 

d. risiko klinis berbasis bukti; 
e. peningkatan kinerja; 

f. pengelolaan keluhan; 
g. mekanisme monitor hasil pelayanan; 
h. pengembangan profesional; dan 

i. akreditasi rumah sakit. 
 

(2) Dalam menerapkan fungsi manajemen klinis 
sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Direktur 
menerapkan standar, mengutamakan peningkatan 

mutu dan keselamatan pasien. 
 

(3) Dalam menerapkan standar, mengutamakan 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD RSUD 

mengikuti akreditasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 

 
 
 

 Ditetapkan di Koba 
 pada tanggal  25  September  2025 

 
BUPATI BANGKA TENGAH, 

 

 
ttd/dto 

 

 
ALGAFRY RAHMAN 

 
 
Diundangkan di Koba 

pada tanggal  25  September  2025 
 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 

 
ttd/dto 
 

 
AHMAD SYARIFULLAH NIZAM 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2025               

NOMOR 1482 
 
 


